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PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANDUNG BARAT, 

 

Menimbang :  a. bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis dan 
kondisi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten Bandung 

Barat merupakan daerah rawan bencana, baik yang 

disebabkan oleh alam maupun oleh manusia, yang berpotensi 
menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta 

benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 
Bencana, Pemerintah Daerah berwenang dan bertanggung 

jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; 

c. bahwa penanggulangan bencana di daerah, dilaksanakan 
secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang 

melibatkan semua potensi yang ada di daerah untuk 

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman 
bencana dan menjamin terselenggaranya penanggulangan 

bencana mulai dari prabencana, saat tanggap darurat dan 

pascabencana; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan 

Bencana Daerah; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya 
Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4377); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688); 

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4725); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4967); 

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
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Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran 

Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non 
Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4833); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang 

Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4858); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5103); 

23. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 
Nasional Penanggulangan Bencana; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 

tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penyiapan Sarana Dan Prasarana Dalam 

Penanggulangan Bencana; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 

Nomor 7); 
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30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Bandung Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2,  Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Seri E); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 
2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 
2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 

Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat 

Tahun 2012 Nomor 3 seri D); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN BANDUNG BARAT 

dan 

BUPATI BANDUNG BARAT 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN 
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 

5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, 
adalah lembaga pemerintah non-departemen yang dipimpin oleh pejabat 

setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang 

berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.  

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Badan, 

adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas 

dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana.  



5 

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kabupaten Bandung Barat.  

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik 

oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 
kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa 
bumi karena alam, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, kekeringan, angin 

topan, tanah longsor, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, dan 

kejadian antariksa/benda-benda angkasa. 

10. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh kebakaran 
hutan/lahan disebabkan karena manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan 

konstruksi/teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran 

lingkungan, kegiatan keantariksaan, dan kejadian luar biasa yang diakibatkan 
oleh hama penyakit tanaman, epidemik dan wabah. 

11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau 

serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi kerusuhan 
sosial dan konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat dan 

teror. 

12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang 
meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, 

meliputi prabencana, tanggap darurat, pemulihan segera (early recovery) dan 

pascabencana. 

13. Kesiapsiagaan adalah serangkayan kegiatan yang dilakukan untuk bencana 
melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya 

guna. 

14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera 
mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada 

suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. 

15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik 
memalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. 

16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 
mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan 

ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam 

bencana. 

17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana 
pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, berupa kematian, luka, sakit, 

jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan 

harta benda, dan gangguan terhadap kegiatan masyarakat.  

18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan 

dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk 

yang ditimbulkan, meliputi kegiatan evakuasi korban, penyelamatan nyawa 
dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan 

pengungsi, serta pemulihan darurat prasarana dan sarana. 

19. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau 
meninggal dunia akibat bencana. 

20. Pemulihan adalah upaya yang dilakukan pada saat pascabencana, yang terdiri 

dari rehabilitasi dan rekonstruksi. 


